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ABSTRACT

This study analyzes the legal considerations used by the Indonesia Competition Commission (KPPU) in ruling on
monopoly cases. The objective of this research is to identify the legal basis used by KPPU, analyze the impact of
rulings on businesses and markets, and explore the long-zerm effects of KPPU'’s decisions on competition in Indonesia.
A qualitative approach was applied, using case studies of KPPU rulings and interviews with legal practitioners and
KPPU commissioners. The findings reveal that while KPPU strives to maintain market competition, the impact on
small and medium enterprises remains a significant challenge. This study recommends policies that offer more support
for small and medium enterprises and adjustments in regulations to more effectively address the effects of increasing
market competition.

Keyword: Economic Impact, Competition Law, Monopoly, KPPU Rulings, Market Competition

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
dalam memutuskan kasus monopoli di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dasar
hukum yang digunakan oleh KPPU, menganalisis dampak putusan terhadap pelaku usaha dan pasar, serta
mengeksplorasi dampak jangka panjang dari keputusan KPPU terhadap persaingan di Indonesia. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus, yang mencakup analisis terhadap putusan KPPU dan
wawancara dengan praktisi hukum serta komisioner KPPU. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun
KPPU berupaya menjaga persaingan pasar, dampak putusan terhadap usaha kecil dan menengah masih menjadi
tantangan besar. Penelitian ini menyarankan perlunya kebijakan yang lebih mendukung pelaku usaha kecil dan
menengah, serta penyesuaian kebijakan agar lebih efektif dalam mengatasi dampak persaingan pasar yang semakin
ketat.

Kata Kunci: Dampak Ekonomi, Hukum Persaingan Usaha, Monopoli, Putusan KPPU, Persaingan Pasar.
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PENDAHULUAN

Monopoli merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi dalam perekonomian, di mana satu
perusahaan atau kelompok perusahaan menguasai pasar dan menghambat persaingan usaha yang sehat.
Praktik monopoli ini berpotensi merugikan konsumen dengan menekan harga atau mengurangi kualitas
barang dan jasa yang tersedia. Selain itu, monopoli juga dapat menghambat inovasi karena tidak ada
persaingan yang memacu perkembangan produk atau layanan. Di Indonesia, Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menjaga agar praktik monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat tidak terjadi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU diberi wewenang untuk mengawasi dan
menindak pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum terkait dengan monopoli. Praktik monopoli yang
tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti harga yang tidak wajar, terbatasnya
inovasi, dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu, pertimbangan hukum yang
digunakan oleh KPPU dalam memutuskan kasus monopoli sangat krusial untuk memastikan terciptanya
persaingan usaha yang sehat dan adil di Indonesia.

Seiring dengan berkembangnya pasar dan praktik bishis yang semakin kompleks, keberadaan
hukum persaingan yang kuat menjadi penting untuk menjaga agar pasar tetap kompetitif. Penelitian
tentang hukum persaingan usaha di Indonesia umumnya membahas mengenai pengaruh kebijakan hukum
terhadap pelaku usaha, prosedur hukum yang dijalankan oleh KPPU, serta tantangan yang dihadapi dalam
penegakan hukum persaingan. Beberapa studi sebelumnya menyoroti bahwa meskipun Indonesia
memiliki undang-undang yang mengatur tentang persaingan usaha, implementasi dan penegakan hukum
sering kali menghadapi hambatan terkait dengan kapasitas sumber daya manusia dan tantangan dalam
penerapan teori-teori persaingan yang ada di pasar Indonesia. Namun, penelitian mengenai pertimbangan
hukum dalam putusan KPPU masih terbatas pada analisis struktural dan prosedural tanpa menggali lebih
dalam mengenai dampak keputusan tersebut terhadap pelaku usaha serta pasar secara keseluruhan.

Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada evaluasi terhadap efektivitas KPPU dalam
mengatur dan mengawasi persaingan usaha, misalnya melalui analisis terhadap kasus-kasus besar yang
melibatkan perusahaan-perusahaan besar di Indonesia. Studi-studi ini menemukan bahwa meskipun
KPPU memiliki kewenangan yang cukup luas untuk menindak pelanggaran persaingan, sering kali
terdapat kendala dalam hal implementasi putusan, terutama terkait dengan perlawanan dari pelaku usaha
yang terlibat. Penelitian lainnya juga menyoroti keberhasilan KPPU dalam beberapa kasus, di mana
putusan KPPU berhasil menciptakan dampak positif bagi pasar, seperti pengurangan harga barang atau
terciptanya kondisi pasar yang lebih adil. Namun, meskipun demikian, banyak kritik yang menyatakan
bahwa KPPU belum sepenuhnya dapat menghadirkan efek jera yang kuat terhadap pelaku usaha yang
melanggar hukum persaingan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya juga menekankan pentingnya evaluasi terhadap mekanisme
hukum yang digunakan olen KPPU dalam menganalisis kasus monopoli. Beberapa studi menemukan
bahwa meskipun prosedur hukum yang dijalankan sudah cukup jelas, masih terdapat ketidakjelasan dalam
hal standar pembuktian dan cara KPPU menilai apakah suatu praktik dapat dianggap sebagai monopoli
atau tidak. Dalam banyak kasus, KPPU menghadapi tantangan dalam membuktikan adanya efek negatif
terhadap pasar yang disebabkan oleh praktik yang dianggap monopoli. Oleh karena itu, penting untuk
memahami lebih dalam bagaimana KPPU menggunakan berbagai pertimbangan hukum, seperti analisis
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pasar, teori persaingan, serta bukti-bukti yang ada untuk memutuskan apakah suatu praktik merupakan
monopoli atau tidak.

Lebih lanjut, ada pula penelitian yang berfokus pada dampak keputusan KPPU terhadap pasar dan
pelaku usaha. Studi ini menunjukkan bahwa meskipun putusan KPPU dapat membawa perubahan positif
bagi pasar, seperti meningkatkan persaingan dan menurunkan harga, namun tidak jarang pula keputusan
tersebut mempengaruhi keberlanjutan usaha pelaku bisnis, khususnya bagi perusahaan kecil dan
menengah. Beberapa penelitian menemukan bahwa meskipun peraturan hukum di Indonesia mengatur
dengan tegas tentang larangan monopoli, dalam implementasinya masih terdapat sejumlah masalah,
termasuk dalam menyeimbangkan antara penegakan hukum dan keberlanjutan usaha pelaku bisnis. Oleh
karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi dampak dari putusan KPPU, baik dari sisi pelaku usaha
maupun dari sisi dampaknya terhadap struktur pasar di Indonesia.

Berdasarkan kajian literatur yang ada, terlihat bahwa sebagian besar penelitian telah banyak
membahas prosedur, kendala, dan efektivitas putusan KPPU dalam kasus monopoli, namun belum banyak
yang mengupas secara mendalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan KPPU dalam setiap
keputusan yang diambil. Padahal, pertimbangan hukum ini sangat penting untuk memahami bagaimana
KPPU menilai setiap kasus dan bagaimana hukum diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda. Oleh
karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis lebih
mendalam tentang pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam menangani kasus monopoli,
serta dampaknya terhadap pelaku usaha dan pasar Indonesia secara keseluruhan.

Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk: (1) Mengidentifikasi dasar hukum yang
digunakan KPPU dalam menangani kasus monopoli; (2) Menganalisis implikasi putusan KPPU terhadap
pelaku usaha dan pasar di Indonesia; dan (3) Menganalisis dampak dari putusan KPPU terhadap pelaku
usaha dan pasar Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap
pengembangan ilmu hukum di bidang persaingan usaha dan memberikan rekomendasi untuk
meningkatkan efektivitas kebijakan hukum persaingan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis pertimbangan hukum dalam
kasus monopoli yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Indonesia.
Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk memahami secara mendalam
tentang proses pengambilan keputusan, interpretasi hukum, dan dampak dari keputusan KPPU terhadap
pelaku usaha serta pasar Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang
digunakan oleh KPPU, menganalisis dampak putusan KPPU terhadap pasar dan pelaku usaha, serta
mengeksplorasi pertimbangan hukum yang digunakan dalam putusan KPPU.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian
studi kasus ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam sejumlah kasus monopoli yang telah
diputuskan oleh KPPU. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada satu kasus spesifik, tetapi akan
melibatkan beberapa kasus penting yang dapat mewakili praktik-praktik monopoli di Indonesia. Dalam
studi kasus ini, penulis akan mengevaluasi bagaimana KPPU memutuskan suatu perkara monopoli, dasar
hukum yang dijadikan rujukan, dan pertimbangan hukum yang digunakan dalam setiap keputusan.
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Subjek penelitian ini terdiri dari pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan KPPU,
seperti komisioner KPPU, serta praktisi hukum atau ahli yang terkait dengan masalah persaingan usaha
di Indonesia. Objek penelitian ini adalah keputusan atau putusan KPPU terkait dengan kasus monopoli
yang telah diputuskan oleh KPPU dalam beberapa tahun terakhir. Putusan-putusan tersebut akan dianalisis
untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan, serta dampaknya terhadap pasar dan pelaku
usaha.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik utama, yaitu:

1. Studi Dokumen: Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data terkait putusan-putusan KPPU
yang relevan dengan kasus monopoli. Peneliti akan mengkaji dokumen-dokumen putusan yang
diterbitkan oleh KPPU yang dapat diakses melalui situs resmi KPPU atau melalui arsip yang ada.
Dokumen ini akan dianalisis untuk mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan dan
pertimbangan hukum yang dituangkan dalam keputusan tersebut.

2. Wawancara Mendalam: Peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa
informan yang memiliki pemahaman terkait dengan topik ini, seperti praktisi hukum, pengacara
yang berpraktik dalam bidang persaingan usaha, serta beberapa komisioner KPPU yang terlibat
dalam pengambilan keputusan. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang
proses pengambilan keputusan di KPPU, faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hukum
mereka, serta pandangan mereka tentang dampak putusan terhadap pasar dan pelaku usaha.

Data yang diperoleh dari studi dokumen dan wawancara mendalam akan dianalisis dengan
pendekatan analisis isi (content analysis) dan analisis tematik. Analisis isi akan digunakan untuk menilai
konten dalam putusan KPPU, termasuk dasar hukum yang digunakan dan bagaimana pertimbangan
hukum dituangkan dalam keputusan tersebut. Selain itu, analisis tematik akan digunakan untuk
mengidentifikasi pola-pola tertentu terkait dengan pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPPU
dalam menangani kasus monopoli.

Data dari wawancara akan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dengan coding untuk
mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pertimbangan hukum, dampak putusan, serta
tantangan yang dihadapi oleh KPPU dalam penegakan hukum persaingan. Data yang diperoleh dari kedua
sumber tersebut akan digabungkan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang proses
pengambilan keputusan KPPU.

Langkah-Langkah Penelitian

1. Pemilihan Kasus: Peneliti akan memilih beberapa kasus monopoli yang telah diputuskan oleh
KPPU dalam beberapa tahun terakhir, dengan mempertimbangkan kasus yang memiliki relevansi
signifikan dan dampak yang luas terhadap pasar Indonesia.

2. Pengumpulan Data: Peneliti akan mengumpulkan data dari putusan KPPU yang relevan dan
melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan masalah persaingan usaha di
Indonesia.

3. Analisis Data: Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan pendekatan analisis isi dan
analisis tematik untuk memahami pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam
memutuskan kasus monopoli.

4, Interpretasi Temuan: Setelah analisis, peneliti akan menginterpretasikan temuan-temuan yang
didapat untuk menjawab rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian ini.
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5. Penyusunan Laporan Penelitian: Peneliti akan menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil
analisis dan interpretasi data yang diperoleh, yang akan diakhiri dengan kesimpulan dan
rekomendasi untuk peningkatan efektivitas penegakan hukum persaingan di Indonesia.

Berikut adalah ilustrasi desain langkah penelitian:

l Pemilihan Kasus |

l Pengumpulan Data (Studi |
Dokumen, Wawancara)

Analisis Data (Analisis Isi,
Tematik)

l Interpretasi Temuan |

l Penyusunan Laporan Penelitian

Dengan metode yang telah dijelaskan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman
yang lebih mendalam mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh KPPU dalam menangani
kasus monopoli dan bagaimana dampak keputusan tersebut terhadap pelaku usaha dan pasar Indonesia
secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari analisis putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap kasus monopoli di
Indonesia, ditemukan beberapa hal penting terkait pertimbangan hukum yang digunakan dalam
memutuskan perkara persaingan usaha. Berdasarkan kajian terhadap beberapa putusan KPPU,
teridentifikasi bahwa pertimbangan hukum yang dominan meliputi penerapan dasar hukum yang jelas,
analisis struktur pasar, serta penerapan teori persaingan yang relevan. KPPU sering kali mengacu pada
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat dalam mempertimbangkan apakah suatu tindakan dapat digolongkan sebagai monopoli atau tidak.
Selain itu, KPPU juga menggunakan berbagai alat analisis ekonomi, seperti analisis dampak terhadap
pasar dan konsumen, untuk mengevaluasi apakah suatu praktik bisnis dapat merugikan persaingan atau
tidak.

Temuan lain yang menarik adalah terkait dengan dampak dari putusan KPPU terhadap pelaku
usaha. Sebagian besar putusan KPPU, terutama yang terkait dengan tindakan monopoli, sering Kkali
membawa konsekuensi finansial yang cukup besar bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar hukum. Di
sisi lain, dampak dari putusan tersebut pada pasar juga signifikan, di mana dalam beberapa kasus, harga
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barang atau jasa menjadi lebih kompetitif dan persaingan antara perusahaan meningkat. Namun, beberapa
pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, mengeluhkan dampak yang ditimbulkan akibat
ketidakpastian pasar dan biaya hukum yang tinggi.

Hasil dari penelitian ini sangat relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam pendahuluan.
Secara khusus, penelitian ini berhasil mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh KPPU dalam
menangani kasus monopoli, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Temuan
ini menunjukkan bahwa KPPU menggunakan kerangka hukum yang sudah mapan dan mengintegrasikan
teori-teori ekonomi dalam analisisnya, meskipun terkadang terdapat tantangan dalam penerapan bukti
yang bersifat teknis dan kompleks. Selain itu, penelitian ini juga memberikan gambaran tentang implikasi
dari putusan KPPU, yang tidak hanya berdampak pada pelaku usaha besar tetapi juga pada pelaku usaha
kecil yang sering kali lebih rentan terhadap ketidakpastian hukum.

Secara ilmiah, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun KPPU telah berupaya keras untuk
menjaga agar pasar Indonesia tetap kompetitif, masih ada tantangan dalam penerapan putusan-putusan
yang dapat menghadirkan efek jera terhadap pelaku usaha. Pertimbangan hukum KPPU dalam menilai
sebuah praktik monopoli sering kali didasarkan pada analisis pasar yang luas, tetapi kurang
memperhitungkan dampak langsung terhadap pelaku usaha kecil, yang mungkin tidak memiliki sumber
daya untuk bertahan setelah keputusan KPPU dijatuhkan. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam
implementasi hukum persaingan di Indonesia. Sebagai contoh, meskipun putusan KPPU terhadap
beberapa perusahaan besar dapat mendorong persaingan yang lebih sehat, dampaknya terhadap pasar
sering kali tidak segera terlihat dalam jangka pendek, terutama dalam hal harga dan kualitas barang yang
masih terpengaruh oleh penguasaan pasar oleh beberapa pemain besar.

Interpretasi lain yang dapat diambil adalah pentingnya KPPU dalam menggunakan pendekatan
yang lebih inklusif dan berbasis bukti dalam menangani kasus monopoli. Beberapa penelitian sebelumnya
telah menyoroti perlunya penerapan teori persaingan yang lebih praktis dan sesuai dengan kondisi pasar
di Indonesia, dan temuan penelitian ini menguatkan argumen tersebut. Misalnya, meskipun KPPU sering
menggunakan analisis pasar sebagai dasar untuk keputusan, penerapan teori ekonomi yang lebih
kontekstual terhadap dinamika pasar Indonesia, yang sering kali sangat terfragmentasi, menjadi faktor
yang tidak boleh diabaikan.

Pertimbangan Hukum dalam Kasus Monopoli

Dalam setiap putusan yang dikeluarkan oleh KPPU, pertimbangan hukum memainkan peranan
yang sangat penting. KPPU harus memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pada prinsip-
prinsip yang termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Selain itu, KPPU juga harus memperhatikan bukti-bukti yang ada, seperti
perilaku bisnis perusahaan yang diduga melakukan monopoli, serta dampaknya terhadap pasar dan
konsumen.

Misalnya, dalam kasus monopoli yang melibatkan sektor telekomunikasi, KPPU memperhatikan
apakah praktik yang dilakukan oleh operator telekomunikasi tersebut mengekang persaingan, mengurangi
variasi layanan yang tersedia, atau menyebabkan harga yang tidak wajar bagi konsumen. KPPU akan
mengidentifikasi apakah perusahaan tersebut memiliki posisi dominan di pasar dan apakah posisi
dominan tersebut disalahgunakan untuk merugikan persaingan.
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Dasar Hukum yang Digunakan oleh KPPU

KPPU dalam setiap keputusan mengacu pada dasar hukum yang jelas, yaitu Undang-Undang No.
5 Tahun 1999, yang mengatur larangan terhadap praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur tentang larangan terhadap tindakan yang dapat
mengurangi persaingan, seperti kartel, monopoli, dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar.

Pasal 19 undang-undang tersebut misalnya, memberikan panduan mengenai kondisi-kondisi yang
dapat dianggap sebagai penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku usaha. KPPU kemudian akan
melakukan analisis terhadap kondisi pasar dan perilaku perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik
monopoli. KPPU juga mempertimbangkan apakah tindakan perusahaan tersebut dapat merugikan
kepentingan konsumen atau menghalangi pelaku usaha lain untuk berkompetisi di pasar.

Prosedur yang Digunakan oleh KPPU dalam Memutuskan Kasus Monopoli

Prosedur yang digunakan oleh KPPU dalam menangani kasus monopoli cukup kompleks. Pertama,
KPPU akan menerima laporan atau pengaduan dari masyarakat atau pihak-pihak yang merasa dirugikan
oleh praktik monopoli. Setelah itu, KPPU melakukan penyelidikan awal untuk mengumpulkan bukti-bukti
yang diperlukan. Jika ditemukan bukti yang cukup, KPPU akan melanjutkan ke tahap pemeriksaan yang
lebih mendalam.

Selama pemeriksaan, KPPU akan melakukan verifikasi terhadap data yang ada, mengundang saksi
atau ahli ekonomi, dan mengadakan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha yang diduga terlibat
dalam monopoli. KPPU juga akan meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang dianggap berkepentingan,
termasuk konsumen yang mungkin terdampak oleh praktik tersebut.

Setelah tahap pemeriksaan selesai, KPPU akan mengeluarkan keputusan yang berisi analisis hukum
dan pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut. Keputusan ini akan mencakup apakah pelaku usaha
terbukti melakukan praktik monopoli atau tidak, serta sanksi yang akan dikenakan. Jika terbukti bersalah,
pelaku usaha akan dikenakan denda atau sanksi administratif lainnya.

Pengaruh Putusan KPPU terhadap Pelaku Usaha

Putusan KPPU terhadap kasus monopoli memiliki dampak yang signifikan terhadap pelaku usaha.
Salah satu dampak yang paling langsung adalah kewajiban bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan
monopoli untuk membayar denda yang cukup besar. Denda tersebut bisa sangat merugikan perusahaan,
terutama jika mereka terbukti melakukan pelanggaran berat.

Selain denda, pelaku usaha juga bisa diwajibkan untuk mengubah praktik bisnis mereka. Misalnya,
mereka harus membuka akses pasar bagi pesaing atau mengubah harga produk atau layanan yang mereka
tawarkan. Dalam beberapa kasus, perusahaan yang terbukti melakukan monopoli juga bisa dipaksa untuk
melakukan divestasi atau penjualan bagian dari usaha mereka untuk mengurangi dominasi pasar yang
berlebihan.

Selain itu, putusan KPPU juga berfungsi sebagai peringatan bagi pelaku usaha lain untuk tidak
melakukan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian, keputusan KPPU dapat
menciptakan efek jera bagi perusahaan-perusahaan lain yang berpotensi melakukan hal serupa.

Dampak Putusan KPPU terhadap Pasar
Dampak dari putusan KPPU terhadap pasar Indonesia sangat besar. Jika KPPU memutuskan untuk
menghukum perusahaan yang terbukti melakukan monopoli, hal ini dapat mengubah struktur pasar secara

Journal of Multidiscipinary Inquiry m Science, \Y(o) A N (oY | s W T (V=T g WAV AS N o = | WA A KBV 72

Technology and Educational Research




Analisis dan Kajian Mengenai Pertimbangan Hukum dalam Kasus Monopoli
yang Terjadi di Indonesia: Studi Kasus pada Putusan KPPU Secara Mendalam

(Dewi, etal) e_|$\]3032-wlx&p-|$‘lm-ﬂ[5

keseluruhan. Misalnya, jika perusahaan monopoli diwajibkan untuk membagi pasar atau menghentikan
praktik yang merugikan, maka persaingan yang lebih sehat akan tercipta. Hal ini dapat meningkatkan
kualitas produk atau layanan, menurunkan harga, dan memberikan lebih banyak pilihan bagi konsumen.
Selain itu, keputusan KPPU juga bisa memperbaiki distribusi sumber daya di pasar. Dengan adanya
lebih banyak pemain yang dapat bersaing di pasar, alokasi sumber daya akan lebih efisien. Ini juga akan
mendorong inovasi dan peningkatan kualitas layanan yang akhirnya menguntungkan konsumen.

Keterlibatan Konsumen dalam Kasus Monopoli

Keterlibatan konsumen dalam kasus monopoli sering kali menjadi aspek yang sangat diperhatikan
olen KPPU. Praktik monopoli sering kali merugikan konsumen karena dapat menyebabkan harga yang
lebih tinggi atau kualitas produk yang lebih rendah. Dalam beberapa kasus, KPPU telah melakukan survei
terhadap konsumen untuk mengetahui sejaun mana mereka terpengaruh oleh praktik monopoli yang
dilakukan oleh perusahaan.

KPPU juga memperhatikan bagaimana praktik monopoli dapat mengurangi pilihan konsumen di
pasar. Dalam beberapa kasus, monopoli menyebabkan konsumen terpaksa memilih produk atau layanan
dari satu perusahaan saja tanpa ada alternatif yang lebih baik. Hal ini tentunya merugikan kepentingan
konsumen dan bertentangan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Sanksi dan Penegakan Hukum oleh KPPU

KPPU memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti
melakukan praktik monopoli. Sanksi ini bisa berupa denda yang besar, yang besarnya ditentukan
berdasarkan tingkat kerugian yang ditimbulkan oleh praktik monopoli tersebut. Selain itu, KPPU juga
dapat memberikan sanksi administratif lain, seperti penghentian praktik monopoli atau perintah untuk
mengubah kebijakan bisnis yang tidak sesuai dengan peraturan persaingan usaha.

Penegakan hukum oleh KPPU sangat penting untuk menjaga integritas pasar Indonesia. Tanpa
adanya penegakan hukum yang tegas, perusahaan-perusahaan besar dapat terus melakukan praktik
monopoli yang merugikan ekonomi dan masyarakat.

Hasil penelitian ini sebagian besar konsisten dengan penelitian sebelumnya yang mengkaji
penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 dan praktik monopoli di Indonesia. Sebelumnya, beberapa
studi menunjukkan bahwa meskipun KPPU memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan,
tantangan terbesar terletak pada efektivitas implementasi dan dampaknya terhadap pelaku usaha kecil.
Penelitian ini mendapati bahwa meskipun ada upaya dari KPPU untuk menciptakan persaingan yang
sehat, dampak terhadap perusahaan kecil dan menengah sering kali tidak diperhitungkan secara memadai
dalam proses pengambilan keputusan. Ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi dan
penerapannya di lapangan.

Selain itu, penelitian ini juga sejalan dengan studi yang dilakukan oleh peneliti lain yang
menyatakan bahwa meskipun putusan KPPU terhadap kasus monopoli dapat membawa perubahan positif
bagi pasar dalam jangka panjang, dalam jangka pendek, ada sejumlah hambatan yang harus diatasi, seperti
biaya hukum yang tinggi dan ketidakpastian bagi pelaku usaha kecil. Temuan ini menunjukkan
pentingnya reformasi dalam mekanisme penegakan hukum agar bisa lebih efektif menyeimbangkan antara
perlindungan pasar dan keberlanjutan usaha, terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Journal of Multidiscipinary Inquiry m Science, \Y(o) A N (oY | s W T (V=T g WAV AS N o = | WA A KBV 72

Technology and Educational Research




Analisis dan Kajian Mengenai Pertimbangan Hukum dalam Kasus Monopoli
yang Terjadi di Indonesia: Studi Kasus pada Putusan KPPU Secara Mendalam

(Dewi, etal) e-1SIN3032-601X & pSIN3032-7105

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, ada beberapa implikasi kebijakan yang dapat
dipertimbangkan. Pertama, KPPU perlu meningkatkan kapasitas analitis dan bukti-bukti yang digunakan
dalam setiap putusan, termasuk mempertimbangkan lebih dalam dampak terhadap pelaku usaha kecil.
Kedua, di tingkat kebijakan, pemerintah dapat mempertimbangkan untuk memperkenalkan kebijakan
yang lebih mendukung pelaku usaha kecil dalam menghadapi persaingan yang lebih ketat setelah putusan
monopoli diterbitkan. Ini dapat mencakup dukungan berupa pendampingan hukum atau kebijakan untuk
mengurangi biaya hukum yang mungkin timbul. Ketiga, KPPU sebaiknya terus memperbaharui metode
dan pendekatannya dalam menangani kasus monopoli, dengan lebih menyesuaikan analisis pasar dengan
realitas ekonomi Indonesia yang sangat beragam.

Secara keseluruhan, temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun upaya KPPU
untuk menjaga persaingan usaha tetap sehat sangat penting, namun implementasi putusan yang lebih
berbasis pada dampak nyata terhadap pelaku usaha dan struktur pasar akan membawa manfaat yang
lebih besar bagi perekonomian Indonesia.

SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dasar hukum yang digunakan oleh KPPU dalam
menangani kasus monopoli di Indonesia, serta menganalisis implikasi putusan KPPU terhadap pelaku
usaha dan pasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KPPU telah berupaya menjaga
persaingan pasar, dampak putusan terhadap pelaku usaha kecil dan menengah masih menjadi tantangan.
Penelitian ini memajukan pemahaman tentang pentingnya penyesuaian kebijakan yang lebih
mendukung pelaku usaha kecil tanpa mengabaikan perlindungan terhadap persaingan pasar. Untuk
penelitian selanjutnya, penting untuk menggali lebih dalam mengenai dampak jangka panjang dari
keputusan KPPU pada sektor usaha kecil.
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